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PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

Z AP z
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Loyok, 10 Desember 1991, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di KABUPATEN SUMBAWA, Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Fitriyah,
S.H.I. dan Lalu Shalihul Umam, S.H., Kedua
Advokat/kuasa hukum yang berkantor pada
Lalu Rusmat, S.H., & Partners, yang beralamat
di Jalan Sultan Hasanudin, No. 10 Praya,
Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya
dengan Nomor Register
11/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tanggal 04 Januari
2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 03 Maret 1988, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA,
di dahulu beralamat di Dusun Rungkang, Xxxx
XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Lombok
Tengah sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya yang jelas keberadaannya di wilayah

NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
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Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang
dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2009 di Dusun Rungkang, Desa Saba,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Akta Nikah
Nomor : xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 14
Juli 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah
kontrakan bersama di KABUPATEN SUMBAWA sekitar 9 tahun
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
keturunan 1 (satu) orang anak yaitu : anak, Perempuan umur 11 tahun,
saat ini dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa Ketentraman dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sejak awal pernikahan yakni tahun 2012 mulai goyah, yaitu antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang penyebabnya antara lain :
5. Bahwa Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas serta
mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat
- Tergugat pada tahun 2012 telah menjalin hubungan dengan
perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat.
- Tergugat bersikap sangat temperamental dan egois
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
misalnya menendang punggung belakang menggunakan tangan dan
kaki sampe memar dan merah merah, menempeleng wajah Penggugat

menggunakan tangan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering diperngati untuk tidak menjalankan syariat Islam
seperti Sholat dll namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan.
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat, sehingga penggugatlah yang melunasi
hutang hutangnya.
- Pada bulan maret tahun 2020 Penggugat berpisah dengan
Tergugat sampai dengan saat ini dan sudah tidak diberikan nafkah lahir
batin oleh Tergugat. Hal ini membuat Penggugat sangat kecewa
terhadap Tergugat.
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2020 tanpa
memberi nafkah Lahir batin dan sekarang tidak diketahui keberadaannya
serta tempat tinggalnya yang jelas.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhinya sejak
maret 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah perqgi
meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah
tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA
dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan
kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak
itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap
Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup
rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Tergugat;
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Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kehadapan yang
terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan Domisili No. xxxxx, yang dikeluarkan oleh
Kepala xxxx xxxxx, Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 5
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Januari 2021, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX XXXXXXXX, Nomor
xxxx Tanggal 14 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;
3. Asli surat Keterangan Ghaib Nomor. xxxx yang dikeluarkan oleh
Sekretaris xxxx xxxxx, Kecamatan Janpria, Kabupaten Lombok Tengah.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;

- Bahwa saksi adalah Adek Ipar Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Rungkang,
Desa Saba Kecamatan Janpria kabupaten Lombok Tengah dikaruniai
seorang anak ;

- Bahwa saksi tahu dua setengah tahun yang lalu kira kira pertengahan
tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang
tidak pernah pulang atau kembali kerumah. mulai tidak tenteram dan
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran enam bulan
sebelum pergi meninggalkan rumah dan setelah Tergugat pergi dari
rumah banyak orang yang datang menagih ke rumah Pengugat untuk
menagih hutang Tergugat ;
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- Bahwa saksi tahu sejak satu tahun setengah Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Rungkang
Desa Saba Kecamatan Janpria Kabupaten Lombok Tengah dikaruniai
seorang anak;

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat
karena sejak tahun 2017 samapai tahun 2020 sering pulang pergi ke
sumbawa untuk bekerja dan sering mampir ke rumah Pengugat saat itu
masih rukun dan di pertengahan tahun 2019 mulai tidak tenteram dan
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
dua setengah tahun yang lalu Pengugat pergi meninggalkan rumah dan
sampai dan selama Tergugat pergi dari rumah banyak orang yang

datang menagih hutang kepada Pengugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat memberikan kuasa berdasarkan surat
kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Praya;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menunjukkan
kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan
Tinggi sehingga masing-masing yang bersangkutan sah mewakili Penggugat
dalam setiap persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor
101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan
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sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat
tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara
ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi
sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat
mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah sering bertengkar sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat sering
marah-marah dan temperamental, bahkan pernah melakukan kekerasan
kepada Penggugat; menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat
banyak berutang dan tidak mau melunasi hutangnya, sehingga Penggugat
lah yang melunasi hutangnya. Puncaknya Maret 2020 Tergugat pergi dan
tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untu menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat dianggap
telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan
dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam
perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat
suami istri tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa
fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu
dan bukti tersebut telah dinazegelen sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan
Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang
Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanyan bukti-bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Praya sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke
Pengadilan Agama Praya telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah
berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan
atau legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat sudah tidak
diketahui tempat tinggalnya sejak tahun Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-
masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan
berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung
dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang
untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat
(1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi
syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang
saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan
mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam
pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat
telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;

- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat berutang
kepada beberapa orang, sehingga banyak orang yang menagih ke
rumah kediaman bersama;

- Bahwa puncaknya sejak Maret 2020 Tergugat meninggalkan rumah
bersama dan sampai sekarang tidak diketahui kabar berita dan
keberadaannya,;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta
hukum tersebut diatas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti
itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun,
harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan
tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal (1) tidak tercapai. Apalagi saat ini antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
Hal ini mengindikasikan masing-masing sudah tidak mau lagi untuk
melanjutkan rumah tangganya dan jika tetap dipaksakan untuk menyatukan
mereka, maka akan menyebabkan tekanan batin yang berkepanjangan bagi
salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang
dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut perlu dicarikan jalan keluar
(way out). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi
Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan
lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim memandang perlu
mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis
yang berasal dari kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 188 yang berbunyi:
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Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka

hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang
kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti
dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak
satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.l., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I.,
M.S.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abrati Diesyani Esser,
S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/
kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.l., M.Pd Ema Fatma Nuris, S.H.l.

Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I.
Panitera Pengganti,
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Abrati Diesyani Esser, S.Sos.,S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan - Rp 200.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah :Rp 15.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.
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